CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KANTOR PUSAT BKN JAKARTA
PERIODE SEMESTER | TAHUN ANGGARAN 2022

PENDAHULUAN

1

Dasar Hukum

a.
b.
c.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
38 Tahun 2008;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 /PMK.05/2013 tentang Bagan Akun
Standar;

Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP.187/PB/2017 tentang
Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara
Rekonsiliasi BMN dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat;

Keputusan Menteri KeuanganNomor 532/KM.6/2015 tentang perubahan kelima
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan
dan Kodefikasi Barang Milik Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan
Barang Milik Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/ PMK.06/2017tentang Penyusutan
Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2013 tentang Tabel Masa
Manfaat;

Peraturan Mentari Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara
Amortisasi BMN berupa ATB pada Entitas Pemerintah Pusat

Peraturan Menteri Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN

Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan



2. Entitas Pelaporan

3.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan tugas
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Keppres No
11 tahun 2005, Badan Kepegawaian Negara merupakan LPND yang berkedudukan
di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.
Badan Kepegawaian Negara bertugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di
bidang manajemen kepegawaian negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Keluaran (output) dari pelaksanaan tugas dan fungsi BKN adalah tersusunnya sistem
(norma, standar, dan prosedur) manajemen kepegawaian secara nasional.
Sedangkan hasil (outcome) yang hendak dicapai oleh BKN adalah “Terwujudnya
Sistem Manajemen Kepegawaian Secara Nasional”. Outcome tersebut diwujudkan
melalui penyusunan kebijakan menajemen kepegawaian yang dilakukan secara
terencana, bertahap, dan berkesinambungan melalui berbagai program dan kegiatan
dari seluruh unit/satuan kerja BKN

Periode Laporan

Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara Pada Laporan Barang Kuasa Pengguna
Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara Periode Semester | Tahun Anggaran
2022.

Il. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
(1) Kebijakan Penatausahaan atas Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah
sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau
sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun
oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya
non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan
sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam
pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di
dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau
pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka
Panjang dan Aset Lainnya.



Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk

direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas)

bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk

valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bl pada

tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak

yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan,

yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan

setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan

jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai

Bagian Lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang

dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-

barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka

pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal

neraca dikalikan dengan:

» harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

» harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

» harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara
lainnya.

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh
pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat
lebih dari satu tahun.

Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga

wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi
sebagai berikut:

a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga
yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah)
sesuai 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau
lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai



181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi

tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk
tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi
perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan
direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam
Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan
Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo
lebih dari satu tahun.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset
pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar
nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan
setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas
negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada
bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan
kerugian Negara/daerah.

TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan
pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian
atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun
tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan
oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan
piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak
Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak
mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan
barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas
kekayaan intelektual.

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan
operasional pemerintah.



(2) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh

entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan

Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah

Pusat.

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan

penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan

aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/ PMK.06/2017
tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas

Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

a. Tanah

b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau
dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada
Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan

per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31

Desember 2012. Sedangkan Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31

Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir

semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus

yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara

merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri

Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka

Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah

Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel berikut.



Tabel
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat
Peralatan Mesin 2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d. 40 tahun
Alat Tetap Lainnya 4 tahun

Ill. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN
Laporan Barang Kuasa Pengguna Periode Semester | Tahun 2022 pada Kantor Pusat
Badan Kepegawaian Negara Jakarta merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek
barang milik negara yang dikelola oleh Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara.
Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Periode
Semester | Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 1.576.661.637.630,- (satu triliun lima
ratus tujuh puluh enam milyar enam ratus enam puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh
ribu enam ratus tiga puluh rupiah), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan
sebesar Rp 1.619.179.848.246 - (satu trilyun enam ratus sembilan belas milyar seratus
tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus empat puluh
enam rupiah) dan nilai mutasi yang terjadi selama Periode Semester | TA 2022 sebesar
Rp 42.518.210.616,- (empat puluh dua milyar lima ratus delapan belas juta dua ratus
sepuluh ribu enam ratus enam belas rupiah). Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari
transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi
keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau
penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan,
sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan
atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.
Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna
mempermudah dalam melakukan penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

Neraca;

Laporan Barang Persediaan;

Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);

Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);

Laporan Aset Tak Berwujud;

Laporan Barang Bersejarah;

Laporan Kondisi Barang; (untuk Tahunan)

O NOOR ODN

Laporan Penyusutan;



10.

1.
12.
13.

14.
15.

Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola
Barang;

Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada
Pengelola Barang;

Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;

Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAIBA-SIMAK pada Kantor Pusat Badan
Kepegawaian Negara

Laporan PNBP yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan

Arsip Data Komputer (ADK).

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PER 30 JUNI TAHUN ANGGARAN 2022

1.

Saldo Awal Periode Semester | Tahun Anggaran 2022

Nilai BMN per 01 Januari 2022 pada Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara adalah
sebesar Rp 1.619.179.848.246,- (satu triliun enam ratus sembilan belas milyar seratus
tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus empat
puluh enam rupiah) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan
dalam Neraca) sebesar Rp 1.618.726.290.246,- (satu trilyun enam ratus delapanbelas
milyar tujuh ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus empat
puluh enam) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp 453.558.000,- (empat ratus
lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Periode Semester | Tahun Anggaran 2022

adalah sebagai berikut:

a. Barang Persediaan
Saldo Persediaan pada Kantor Pusat BKN Jakarta per 30 Juni 2022 sebesar Rp
3.368.160.461,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh delapan juta seratus enam
puluh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo
awal per 01 Januari 2022 sebesar Rp 3.325.475.584 - (tiga milyar tiga ratus dua
puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus delapan puluh empat
rupiah) dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar Rp
42.684.877,- (empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan
ratus tujuh puluh tujuh rupiah).



Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir
(Rp) (Rp) (Rp)

117111 |Barang Konsumsi 2.827.752.092 136.772.825 | 2.964.524.917
117113 Bahan.untuk 110.810.595 (37.582.035) 73.228.560
Pemeliharaan
117114 |Suku Cadang - - -
Peralatan dan Mesin
untuk dijual atau
17124 | yeratian kepada i i i
Masyarakat
Barang Persediaan
Lainnya untuk
R Dijual/Diserahkan ke i i i
Masyarakat
117131 |Bahan Baku 6.946.613 (5.351.213) 1.595.400
117199 |Persediaan Lainnya 379.966.284 (51.154.700)]  328.811.584

JUMLAH 3.325.475.584 42.684.877 | 3.368.160.461

Total nilai barang persediaan dalam kondisi usang per 30 Juni 2022 adalah

Uraian

sejumlah 0 sebesar Rp 0,- (nol rupiah) dan rusak sejumlah 0 sebesar Rp 0,- (no/
rupiah).

Tanah

Saldo Tanah pada Kantor Pusat BKN Jakarta per 30 Juni 2022 adalah seluas
26.184 m? sebesar Rp 778.309.895.000,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan milyar
tiga ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Jumlah
tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 26.184 m? sebesar
Rp778.309.895.000,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan milyar tiga ratus sembilan
juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), mutasi tambah seluas 0 m?
dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah) dan mutasi kurang seluas 0 m? dengan
nilai sebesar RpO0,- (nol rupiah).

Mutasi Tambah Tanah tersebut meliputi:

Intrakomptabel

Uraian Jenis Transaksi
(Rp)




Mutasi Kurang Tanah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi

Intrakomptabel

(Rp)

Adapun rincian aset Tanah BKN Pusat dapat dilihat pada tabel berikut:

Nama Barang Luas  |NUP|Nilai per 31-12-2021 Lokasi
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 19.085 | 1 661.241.812.000 |Cililitan JakTim
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 872| 2 30.646.400.000 |Cililitan JakTim
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 383| 3 1.105.593.000 |Beji Depok
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 561 | 4 1.561.319.000 |Sukmajaya Bogor
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 660 | 5 3.506.475.000 |Kraniji Bekasi
Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. Il 4.060 | 1 77.478.342.000 |Sumur Batu Kemayoran
Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. Il 103 | 2 303.721.000 |Beji Depok
Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. || 460 | 3 2.466.233.000 |Kranji Bekasi

TOTAL 26.184 778.309.895.000

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

. o Kuantitas Intrakomptabel
Uraian Kondisi (m2) (Rp)
Baik 26.184 778.309.895.000
Rusak Ringan -
Rusak Berat -
Kuantitas Nilai

Permasalahan Tanah (bidang/m2) (Rp)
Sengketa E -
Dikuasai Pihak Lain - -
Belum dimanfaatkan - -
Digunakan Pihak Lain 4.060 | 77.478.342.000

Terdapat permasalahan pada BMN berupa tanah yang dikuasai/ditatausahakan
oleh Kantor Pusat BKN Jakarta,

yaitu:

1. Tanah yang digunakan oleh Pihak lain, yaitu:

Terdapat tanah berlokasi di Sumur Batu Desa/Kelurahan Sumur Batu,
Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta seluas 4.060
m? senilai Rp 77.478.342.000,- (tujuh puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh
delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) sesuai hasil koreksi nilai
revaluasi yang tercatat pada SIMAK BMN per 30 Juni 2022 yang digunakan

sebagai rumah tinggal.




c. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Kantor Pusat BKN Jakarta per 30 Juni 2022
adalah sejumlah 18.612 unit sebesar Rp 298.858.410.986,- (dua ratus sembilan
puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus sepuluh
ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo
awal sejumlah 19.352 unit sebesar Rp 299.617.560.916,- (dua ratus sembilan
puluh sembilan milyar enam ratus tujuh belas juta lima ratus enam puluh ribu
sembilan ratus enam belas rupiah), mutasi tambah 48 unit sebesar Rp
787.439.350,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan
ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dan mutasi kurang 418 unit sebesar Rp
1.546.589.280,- (satu milyar lima ratus empat puluh enam juta lima ratus delapan
puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Alat Besar (3.01)
Saldo Alat Besar pada Kantor Pusat BKN Jakarta per 30 Juni 2022 adalah
sebanyak 23 unit sebesar Rp 16.278.993.714,- (enam belas milyar dua ratus
tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus
empat belas rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total 23 unit sebesar
Rp 16.278.993.714,- (enam belas milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta
sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat belas rupiah) mutasi
tambah sejumlah O unit dengan nilai sebesar Rp 0,- (nol rupiah) dan mutasi
kurang sejumlah 0 unit senilai RpO0,- (nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Besar tersebut meliputi:

Intrakomptabel Ekstrakomptabel
(Rp) (Rp)
Pembelian - -
Penyelesaian Pemb. Dengan KDP - -
Reklasifikasi Masuk - -
Pengembangan Nilai Aset - -

Uraian Jenis Transaksi

Mutasi Kurang Alat Besar tersebut meliputi:

Intrakomptabel | Ekstrakomptabel
(Rp) (Rp)
Penghentian Aset Dari Penggunaan - -

Reklasifikasi Keluar & -

Uraian Jenis Transaksi

-10 -



2)

Dari jumlah Alat Besar di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai
berikut:

Uraian Kondisi Kuantitas N
(Rp)
Baik 23 16.278.993.714
Rusak Ringan - -
Rusak Berat - -

Pada Periode Semester | TA 2022, telah dihentikan dari penggunaan
operasional BMN dari aset kelompok ini berupa 0 unit senilai Rp0,- (nol rupiah).

Alat Angkutan (3.02)

Saldo Alat Angkutan pada Kantor Pusat BKN Jakarta per 30 Juni 2022 adalah
sebanyak 109 unit sebesar Rp 10.722.702.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus dua
puluh dua juta tujuh ratus dua ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo
awal sejumlah 109 unit sebesar Rp 10.722.702.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus
dua puluh dua juta tujuh ratus dua ribu rupiah), mutasi tambah 0 unit dengan
nilai sebesar Rp 0,- (nol rupiah) dan mutasi kurang sejumlah 0 unit senilai Rp
0,- (nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Angkutan tersebut meliputi:

Grsien.Jasiis Teanedkal Intrakomptabel Ekstrakomptabel
(Rp) (Rp)
Pembelian - -
Hibah (masuk) - -
Mutasi Kurang Alat Angkutan tersebut meliputi:
Usalans Jesile: Transalisl Intrakomptabel | Ekstrakomptabel
(Rp) (Rp)

Penghentian Aset Dari Penggunaan

Transfer Keluar
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Dari jumlah Alat Angkutan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah
sebagai berikut:

Uraian Kondisi Kuantitas o
(Rp)
Baik 109 10.722.702.000
Rusak Ringan - -
Rusak Berat - -

Pada Periode Semester | TA 2022, telah dihentikan dari penggunaan
operasional BMN dari aset kelompok ini sebanyak 0 unit senilai Rp0,- (no/
rupiah).

Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03)

Saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Kantor Pusat BKN Jakarta per 30 Juni
2022 adalah sebanyak 16 unit sebesar Rp 5.193.546.000,- (lima milyar seratus
sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah). Jumiah
tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah 16 unit sebesar Rp 4.995.361.050,-
(empat milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam puluh
satu ribu lima puluh rupiah), mutasi tambah sejumlah 0 unit dengan nilai
sebesar Rp 198.184.950,- (seratus sembilan puluh delapan juta seratus
delapan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan mutasi kurang
sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Bengkel dan Alat Ukur tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel Ekstrakomptabel
(Rp) (Rp)
Pembelian - -
Reklasifikasi Masuk E E
Pengembangan Nilai Aset 198.184.950 -

Mutasi Kurang Alat Bengkel dan Alat Ukur tersebut meliputi:

Intrakomptabel | Ekstrakomptabel

Uraian Jenis Transaksi (Rp) (Rp)

Penghentian Aset Dari Penggunaan - -

Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-) - -
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